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Menirr,bang 

P ~TURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT 
NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA F.SA 
BUPATI LAHAT, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar 

Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan 

Undang-undang RI Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

RI Tahun 2015 Nomor 58), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(OPRD) bersama Bupati Lahat t£Iah menyempurnakan 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan 

dan Balanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2017 sesuai 

dengan Kepurusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 

/KPTS/BPKAD/2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Hasil 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lah3t Tahun 

Anggaran 2017 dan Rancangan Per~t1Jran Bupatl Lahat 

Tentang Penjabaran Anggaran PendapcJtan dan Belanja 

Daerah (A?bO) Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

dilakukan agar Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 

Anggaran 2017 tidak bertentcmgan dengan kepentingan umL1rr, 

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

c .... 



Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

p,.1ria huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan d,m Belanja Daerah Kabupaten 

Lahat Tahun Anggaran 2017. 

1. i.Jndang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) : 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentan8 Pajak bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara R8publik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah de1gan Undang

undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran ~egara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tarn bah an L.embaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndoneria 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negana Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara 

tentang 

Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negar2 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 ..... 



6. Undang-undang Nomor ·15 Tahun 2004 tent,mg Pemeriksaan 

Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan N8ga1 a (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

l.ernbaran Negara Republik lndonasia Nomor 4400); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 20'Jt, tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembc1ran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daera,1 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T8hun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

j,rn Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T ahun 2009 Nomor 130, T ambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-undang Nomor 23 T ahun 2014 ten tang Pemerintah 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan undang-undang Nomor 9 T ahun 2015 (Lembaran 

Negara RI Tahun 2015 Nomor SB); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggar~an 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R8publik lndone3ia 

Tahun 2001 Nomor 41 , Tambahan Lembaran N3gara Republik 

Indonesia Nomor 4090); 

12 ..... 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

OPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, T amoahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No;11or 21 

Tahun 2007 (Lembaran Negara R9publik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

tel ah diubah dengan P~ratura,1 Pemerintah ~lomor 7 4 Tahun 

2012; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Stanclar 

Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lnc,onesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, T ambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4676): 

16. Peraiuran Pemerintah Nomor 56 T ahun 2005 tentang Si stern 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembnran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17 ..... 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahu11 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamhahcin Lembaran 

Negara Republik lndones·1a Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedo11a1 

Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayan:in Minirral 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndone3ia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tE.ntang Pelapornn 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lambaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarrbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 ,ahun 2011 tentang Pinj;:Jman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Neg,Jra Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

23. Peraturan Pre~iden Republik Indonesia Nomo:- Tahun 2016 

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun 2017; 

24 ... .. 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

rliubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn 

Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Permendagri Nomor 13 T ahun 2006 ten tang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan bantu2n sosial yang 

bersumber dari Angggaran Penciapatan d:m Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

26. Peraturan Me11teri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pen\1usunan APBD Tahun Anggaran 2017; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nornor 13 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat 

Nomor 1 0 Tahu n 20 12 ( Lem bar an Daerah ~~abu paten Lah at 

Tahun 2012 Nomor fO); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nornm 03 Tahun 2011 

te, itang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lah at 

Tahun 2011 Nomor 03); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah ~abupaten Lahat 

Tahun 2011 Nomor 04); 

dengan .. .. . 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWA~ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT 

dan 

BUPATI LAHAT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERA TU RAN DAE RAH KABUPATEN LA.HAT TENT ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

Anggaran Pendap1tan dan Belanja Daerah T nhun Anggara11 2017 sebagai berikut : 

1. Pendapatan ' aerah Rp 1.7 41.608.039.337,89 

2. Belanja Daert ~ Rp 1.836.163.208.201,00 

• Surplut(Defisit) Rp (94.555.168.863, 11) 

3. Pembiayaan D erah 

a) Penerimaari Rp 99.555.168.863, 11 

b) Pengeluarah Rp 5.000.000.000,00 
. 

JumlahlPembiaynan Netto Rp 94.555.168.863, 11 

Slee eblh pemblayean Rp 0,00 

anggaran 

Pasal2 

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 134.434.440. 737,89 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.309.600.601 .000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 297.572.997.600,00 

(2) ..... 



(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 37.555.400.740,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 6.600.000.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah 
Rp 6.000.000.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp 84.L79.039.997,89 

(3). Dana Perimbangan sebag8imana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 395.170. 7 41 .000,00 

b. Cana Alokasi Umum sejumlah Rp 703.887.513.000,-

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 210.542.347.000,-

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf r, 
terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp 0,00 

b. Dana B~i Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerc1h Lainnya sejumlah 
Rp 9.460l539.600,00 

c. Dana Pe~esuain dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 280.112.458.000,00 

d. Bantuan euangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah 
Rp 8.000 000.000,-

Pasal3 

(1). Belanja Daer$h sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.078.278.048.888,00 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp 757.885.159.313,00 

(2). Belanja-Tldaklll.angsung sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 11uruf £1 terdlrl darl ;enls 
belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 664.030.321.096,00 

b. Belanja Hibah sejumlah Rp 20.835.839.825,00 

c. B81anja Bantuan Sosial sejumlah Rp 1.000.000.000,00 

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Pmtai 
Politik sejumlah Rp 4.415.540.000,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Ko!a Pemerintahan Desa 
dan Partal Politik sejumlah Rp 386.746.347.967,00 

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 1.250.000.000,00 

(3) ..... 



(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf b terdiri dari jenis 
belanja : 

a. Belanja ij~gawai sej~mlah Rp 9.644.123.000,000 

b. Belanja flarang dan Jasa sejumlah Rp 356.727.692.920,00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp 391.513.343.393,00 

Pasal4 

(1). Pembiayaan Paerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Penerimaan sejumlah Rp 99.555. 168.863, 11 

b. Pengeluaran sejumlah Rp 5.000.000.000,00 

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pad2 ayat (1) hurui a terdiri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah 
Rp 25.000.000.000,00 

b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 7 4.555.168.863, 11 

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I> terd1ri dari jenis 
pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 5.000.000.000,00 

b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00 

Pasal5 

Uraian lebih lanju Anggciran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagciimana dimaksi.Jd 

dalam Pasal 1, ter antum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari peraturan daerah, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daera~. dan 

Organisasi; 

3. Lampiran Ill Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Dae~ah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Oaeran, 

Organisas:, Program dan Kegiatan; 

5 ..... 



5. Lampiran V 

6. Lampiran I 

7. Lampiran }All 

8. Lampiran Ill 

9. Lampiran Ix 
10. Lampi ran X 

11. Lampiran ~I 

12. Lampiran ~II 

13. Lampiran XII 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 

Peng~lolaan Keuangan Daerah; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengura'1gan Aset Lainnya; 

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kemhali dalam tahun 

anggaran ini; 

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapk ri Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagai la ~asan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal7 
Perat:Jran Daerah fni mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Lahat 

Pada Tanggal /l& Desember 2016 

Diundang di Lahat 

Pad a T anggal ..2. 8 Des ember 2016 

B UPATEN LAHAT, 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR .... 7 ..... ....... .. . 
OREG PERATU!{AN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVlNSI SUMATERA 

3ELA TAN : 7 /LHT/20 16 


